
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KUDUS
                                         NOMOR   36     TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 29 TAHUN
2006 TENTANG POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN PEGAWAI HONORER DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

Menimbang : a. bahwa  dalam  rangka  meningkatkan  kinerja  Pegawai
Honorer  Daerah  di  lingkungan  Pemerintah  Kabupaten
Kudus perlu  adanya  peningkatan  disiplin  bagi  Pegawai
Honorer  Daerah  dalam  menjalankan  tugas  dan
kewajibannya;

b.

c.

bahwa guna efektivitas peningkatan disiplin sebagaimana
dimaksud  huruf  a,  perlu  menetapkan  Perubahan
Keempat atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun
2006 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Pegawai Honorer
Daerah Pemerintah Kabupaten Kudus;
bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  1950  tentang
Pembentukan  Daerah-Daerah  Kabupaten  dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014  Nomor  6,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara  Republik  Indonesia  Nomor  5587),  sebagaimana
telah  diubah  beberapa  kali  terakhir  dengan  Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua



    

atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  tentang
Administrasi  Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun  2014  Nomor  6,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti
Pegawai  Negeri  Sipil (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3093);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin
Perkawinan  dan  Perceraian  bagi  Pegawai  Negeri  Sipil
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1983
Nomor  13,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia  Nomor  3250),  sebagaimana  telah  diubah
dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  45  Tahun  1990
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10
Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi
Pegawai  Negeri  Sipil (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3423);

7. Peraturan  Pemerintah  Nomor  48 Tahun  2005  tentang
Pengangkatan  Tenaga  Honorer  Menjadi  Calon  Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4561);

8. Peraturan  Pemerintah  Nomor  58  Tahun  2005  tentang
Pengelolaan  Keuangan  Daerah (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9.

10.

Peraturan  Pemerintah  Nomor  53  Tahun  2010  tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
Peraturan  Pemerintah  Nomor  18  Tahun  2016  tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun  2016  Nomor  114,  Tambahan  Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri  Nomor  13  Tahun  2006  tentang  Pedoman
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Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (Berita  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 1310);

 
12. 

Peraturan  Daerah  Kabupaten  Kudus  Nomor  3  Tahun
2016  tentang  Pembentukan  dan  Susunan  Perangkat
Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten
Kudus  Tahun  2016  Nomor  3,  Tambahan  Lembaran
Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193);

13. Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2006 tentang
Pokok-Pokok  Kepegawaian  Pegawai  Honorer  Daerah
Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten
Kudus  Tahun  2006  Nomor  37),  sebagaimana  telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati
Kudus Nomor 29 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga
atas  Peraturan  Bupati  Kudus  Nomor  29  Tahun  2006
tentang  Pokok-Pokok  Kepegawaian  Pegawai  Honorer
Daerah  Pemerintah  Kabupaten  Kudus  (Berita  Daerah
Kabupaten Kudus Tahun 2013 Nomor 29);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN  KEEMPAT ATAS  PERATURAN  BUPATI  KUDUS
NOMOR  29  TAHUN  2006  TENTANG  POKOK-POKOK
KEPEGAWAIAN PEGAWAI  HONORER DAERAH PEMERINTAH
KABUPATEN KUDUS.

Pasal  I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kudus Nomor 29
Tahun  2006  tentang  Pokok-Pokok  Kepegawaian  Pegawai
Honorer Daerah Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah
Kabupaten  Kudus  Tahun  2006  Nomor  37),  diubah  sebagai
berikut :
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1. Ketentuan  Pasal  1  diubah  sehingga  berbunyi  sebagai  
berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten  
Kudus.

3. Bupati adalah Bupati Kudus.
4. Pegawai  Honorer  Daerah  adalah  pegawai  tidak  tetap  

yang  diangkat  oleh  pejabat  yang  berwenang  untuk  
jangka  waktu  tertentu  guna  melaksanakan  tugas  
pemerintahan  dan  pembangunan  sesuai  dengan  
kebutuhan dan kemampuan daerah.

5. Perangkat  Daerah  adalah  unsur  pembantu  Kepala  
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam  
penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  yang  menjadi  
wewenang Daerah.

6. Honorarium  Pegawai  Honorer  Daerah  adalah  honor  
harian yang ditentukan dalam daftar skala honorarium 
Pegawai Honorer Daerah yang ditetapkan oleh Bupati.

7. Cuti  adalah  keadaan  tidak  masuk  bekerja  yang  
diizinkan dalam jangka waktu tertentu.

8. Izin  adalah  keadaan  tidak  masuk  bekerja  dengan  
alasan  yang  sah  dalam jangka  waktu  paling  lama 2  
(dua) hari. 

2. Ketentuan  Pasal  2  diubah  sehingga  berbunyi  sebagai
berikut :

Pasal 2

(1)  Jenis Pegawai Honorer Daerah meliputi :

a. penjaga ;

b. staf administrasi ;

c. staf teknis ;

d. kebersihan ;

e. pengemudi ;

f.  satuan ketertiban (sattib) ;

g. pemungut retribusi ;

h. operator komputer.

(2) Setiap Pegawai Honorer Daerah diberikan Nomor Induk 
Pegawai Daerah (NIPD).
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3. Ketentuan  Pasal  8  diubah  sehingga  berbunyi  sebagai
berikut :

Pasal 8

(1) Besarnya  honorarium  Pegawai  Honorer  Daerah
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Honorarium Pegawai  Honorer  Daerah  dihitung  harian
dan  dibayarkan  setiap  akhir  bulan  setelah  Pegawai
Honorer Daerah melaksanakan pekerjaan.

(3) Penetapan  honorarium  sebagaimana  dimaksud  pada
ayat  (1)  dan  (2)  dilaksanakan  bagi  Pegawai  Honorer
Daerah  yang  harus  bekerja  penuh  minimal  37  (tiga
puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu)
minggu.

(4) Pegawai  Honorer  Daerah  yang  tidak  masuk  bekerja
tanpa  alasan  yang  sah  tidak  diberikan  Honorarium
sejumlah hari yang bersangkutan tidak masuk bekerja.

4. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan satu Pasal baru
yakni Pasal 8A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal  8A

(1) Pegawai  Honorer  Daerah  yang  tidak  mengambil  cuti
tahunan diberikan tambahan honorarium sebesar 10%
(sepuluh persen) dari honorarium yang diterima pada
bulan Desember tahun sebelumnya.

(2) Pegawai Honorer Daerah yang mengambil cuti bersalin
pada saat  1 (satu) bulan sebelum dan 2 (dua) bulan
sesudah melahirkan diberikan tambahan honorarium
sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari honorarium
1 (satu) bulan terakhir.

(3) Dalam  hal  Pegawai  Honorer  Daerah  sebagaimana
dimaksud  pada  ayat  (2),  terjadi  kehamilan  kembali
pada  masa  cuti  bersalin  tidak  diberikan  tambahan
honorarium sebesar 25% (dua puluh lima persen).

(4) Tambahan  honorarium  atas  cuti  bersalin  diberikan
kepada Pegawai Honorer Daerah paling banyak 3 (tiga)
kali.

Pasal  II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar  setiap  orang  mengetahuinya,  memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati  ini  dengan penempatannya
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dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 29 Desember 
2016

      BUPATI KUDUS,

      M U S T H O F A

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 30 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

NOOR YASIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN   2016    NOMOR 37.
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